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 Digital transformation of taxation through the 
implementation of e-filing and e-billing has contributed to 
increasing tax compliance, reducing administrative 
burdens, and improving taxpayer experience at KPP 
Pratama Sidoarjo Selatan. This study uses a qualitative 
approach with a case study design and semi-structured 
interview techniques with individual taxpayers and MSMEs. 
The results show that ease of use of digital systems can 
increase compliance, but its effectiveness is influenced by 
the level of digital literacy, access to technology, and trust in 
system security. The main challenges include low digital 
literacy among elderly taxpayers, limited technical 
assistance, and system instability during peak reporting 
periods. This study emphasizes the importance of 
strengthening cybersecurity, increasing digital literacy, and 
integrating new technologies such as AI and blockchain to 
support an efficient, secure, and inclusive tax system. 
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  Transformasi digital perpajakan melalui penerapan e-filing 
dan e-billing telah memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi beban 
administrasi, dan memperbaiki pengalaman wajib pajak di 
KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan teknik 
wawancara semi-terstruktur terhadap wajib pajak orang 
pribadi dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemudahan penggunaan sistem digital dapat 
meningkatkan kepatuhan, namun efektivitasnya 
dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, akses teknologi, dan 
kepercayaan terhadap keamanan sistem. Tantangan utama 
meliputi rendahnya pemahaman digital di kalangan wajib 
pajak lansia, keterbatasan bantuan teknis, serta 
ketidakstabilan sistem saat periode pelaporan puncak. Studi 
ini menekankan pentingnya penguatan keamanan siber, 
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peningkatan literasi digital, serta integrasi teknologi baru 
seperti AI dan blockchain guna mendukung sistem 
perpajakan yang efisien, aman, dan inklusif. 

PENDAHULUAN 

Digitalisasi administrasi pajak telah muncul sebagai strategi transformatif dalam 

manajemen fiskal modern, khususnya di negara berkembang (Trieu et al., 2023). Adopsi 

sistem pengajuan pajak elektronik (e-filing) dan penagihan elektronik (e-biling) telah 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi 

beban administrasi, menurunkan biaya kepatuhan, dan meningkatkan aksesibilitas ke 

layanan terkait pajak (Athira & Lukose, 2023; Putri et al., 2024). Reformasi pajak digital 

sangat bermanfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering 

menghadapi kesulitan dalam menavigasi peraturan perpajakan yang kompleks (Putri et 

al., 2024). Penelitian  empiris telah menunjukkan bahwa sistem e-filing dapat secara 

signifikan mengurangi biaya kepatuhan, dengan laporan menunjukkan penurunan 

hingga 31% untuk UMKM di Indonesia (Putri et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa 

platform pajak digital memiliki potensi untuk mendorong sistem pajak yang lebih efisien 

dan transparan, memfasilitasi kepatuhan dan pengumpulan pendapatan. Terlepas dari 

keunggulan ini, keberhasilan penerapan e-filing dan e-billing bergantung pada beberapa 

faktor penting, termasuk adopsi pengguna, efisiensi sistem, dan pendidikan pembayar 

pajak (Athira & Lukose, 2023). 

Meskipun platform pajak digital telah diadopsi secara luas di berbagai yurisdiksi, 

efektivitasnya bervariasi tergantung pada muatan lokal dan strategi yang digunakan 

untuk melibatkan wajib pajak (Bruce et al., 2022). Negara-negara seperti Indonesia telah 

secara proaktif merangkul reformasi pajak digital dengan menerapkan e-filing dan 

layanan pajak elektronik lainnya untuk merampingkan administrasi pajak dan 

meningkatkan keterlibatan wajib pajak (Dang & Tran, 2021; Trieu et al., 2023). Namun, 

tingkat keberhasilan dalam inisiatif ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi 

digital, dan kepercayaan pembayar pajak terhadap system (Dang & Tran, 2021)(; Inayah 

& Utomo, 2023). Analisis komparatif menunjukkan bahwa sementara beberapa negara 

telah berhasil mengoptimalkan kerangka pajak digital wajib pajak, yang lain terus 

berjuang dengan adopsi karena penolakan terhadap perubahan dan kekhawatiran 
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mengenai keamanan data (Stepnoff & Kovalchuk, 2020). Dengan demikian, dibutuhkan 

pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hambatan dan faktor-faktor pendukung 

adopsi e-filing dan e-billing, agar desain dan implementasi sistem perpajakan digital 

dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak di tiap wilayah. 

Tantangan utama dalam transformasi pajak digital terletak pada adopsinya di 

kalangan wajib pajak, terutama di negara-negara berkembang di mana infrastruktur 

teknologi dan literasi digital tetap tidak merata (Pantielieieva, 2022). Penelitian 

menyoroti bahwa hambatan utama termasuk pendidikan wajib pajak yang tidak 

memadai, kurangnya kesadaran tentang manfaat perpajakan digital, dan keengganan 

untuk bertransisi dari metode pengajuan pajak tradisional (Trieu et al., 2023). 

Tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh ketidakkonsistenan dalam kualitas 

layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, karena pengalaman yang mulus dan ramah 

pengguna sangat penting dalam memastikan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Raeni 

& Sari, 2016). Selain itu, kompleksitas teknis platform e-filing dapat menghalangi 

individu, terutama pembayar pajak yang lebih tua dan pemilik usaha kecil yang kurang 

mahir secara digital (Rusli, 2019). Akibatnya, mengatasi hambatan ini memerlukan 

intervensi yang ditargetkan seperti program pendidikan, prosedur pajak yang 

disederhanakan, dan layanan dukungan pembayar pajak yang ditingkatkan. 

Permasalahan lebih lanjut yang mempengaruhi keberhasilan sistem e-filing dan e-

billing adalah kemudahan penggunaan yang dirasakan dan kegunaan yang dirasakan dari 

platform digital ini. Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa individu 

lebih cenderung mengadopsi teknologi baru ketika wajib pajak menganggapnya ramah 

pengguna dan bermanfaat (Athira & Lukose, 2023; Chang & Huang, 2015). Penelitian  

secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara kepuasan pengguna dengan sistem 

e-filing dan tingkat kepatuhan pajak. Di Indonesia, pengguna yang menganggap platform 

e-filing nyaman dan efisien melaporkan kesediaan yang lebih besar untuk mematuhi 

peraturan perpajakan (Dang & Tran, 2021). Selain itu, daya tanggap dan efisiensi otoritas 

pajak dalam menangani pertanyaan wajib pajak dan kesulitan teknis juga memainkan 

peran penting dalam menumbuhkan kepatuhan dan kepercayaan terhadap layanan pajak 

digital (Raeni & Sari, 2016). 
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Permasalahan keamanan dan kepercayaan tetap menjadi hambatan penting bagi 

adopsi e-filing dan e-billing yang meluas. Banyak wajib pajak menyatakan keprihatinan 

terkait keamanan data dan risiko akses tidak sah ke informasi keuangan sensitif, yang 

dapat membuat wajib pajak enggan sepenuhnya merangkul layanan pajak digital 

(Strauss et al., 2020). Penelitian  menunjukkan bahwa menerapkan langkah-langkah 

keamanan siber yang kuat, seperti otentikasi multi-faktor dan enkripsi end-to-end, dapat 

mengurangi kekhawatiran ini dan meningkatkan kepercayaan pengguna pada platform 

e-filing (Le et al., 2024). Selain itu, komunikasi transparan dari otoritas pajak mengenai 

kebijakan perlindungan data dan langkah-langkah kepatuhan dapat membangun 

kepercayaan di antara wajib pajak dan mendorong adopsi sistem pajak digital yang lebih 

besar (Rusli, 2019). Dengan demikian, mengatasi masalah keamanan dan kepercayaan 

merupakan persyaratan mendasar untuk keberhasilan inisiatif perpajakan digital yang 

berkelanjutan. 

Perilaku wajib pajak juga memainkan peran penting dalam efektivitas sistem 

perpajakan digital. Penelitian  menunjukkan bahwa keadilan yang dirasakan dari 

kebijakan pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak secara signifikan memengaruhi 

tingkat kepatuhan (Gangodawilage, 2021; Krieger, 2021). Misalnya, wajib pajak yang 

percaya bahwa sistem perpajakan adil dan transparan lebih cenderung untuk mematuhi 

secara sukarela. Penelitian lebih lanjut menyoroti bahwa penyederhanaan prosedur 

perpajakan dan mengurangi inefisiensi birokrasi dapat berdampak positif pada perilaku 

kepatuhan, terutama di kalangan UMKM (Gangodawilage, 2021; San et al., 2023). Dalam 

penelitian ini, keadilan prosedural dan kepercayaan kognitif muncul sebagai penentu 

utama keterlibatan wajib pajak dengan sistem e-filing dan e-billing. Dengan demikian, 

upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyederhanakan prosedur 

perpajakan harus diprioritaskan untuk mendorong kepatuhan sukarela yang lebih besar. 

Sementara literatur yang ada telah meneliti secara ekstensif dampak perpajakan 

digital, masih ada kesenjangan penelitian mengenai efektivitas jangka panjang sistem e-

filing dan e-billing di negara berkembang. Sebagian besar penelitian berfokus pada 

peningkatan kepatuhan jangka pendek tetapi gagal menilai keberlanjutan platform 

digital ini dari waktu ke waktu (Cusumano et al., 2021). Selain itu, peran artificial 

intelligence (AI) dan teknologi blockchain dalam meningkatkan administrasi pajak 
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digital masih kurang dieksplorasi. Teknologi yang muncul memiliki potensi untuk lebih 

merampingkan proses pengajuan pajak, meningkatkan keamanan, dan memberikan 

analitik prediktif untuk otoritas pajak (Huang, 2018). Namun, bukti empiris yang 

terbatas tentang kelayakan dan implementasi teknologi ini dalam administrasi 

perpajakan. Mengatasi kesenjangan penelitian ini sangat penting untuk perbaikan 

berkelanjutan dan optimalisasi sistem pajak digital. 

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada semakin banyak penelitian 

tentang administrasi pajak digital dengan mengevaluasi efektivitas sistem e-filing dan e-

billing dalam meningkatkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, Indonesia. 

Secara khusus, ini berupaya mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat adopsi 

platform ini dan mengusulkan strategi berbasis bukti untuk mengatasinya. Kebaruan dari 

penelitian ini terletak pada fokusnya pada pengalaman dan persepsi pembayar pajak, 

yang sangat penting dalam membentuk intervensi kebijakan. Dengan memanfaatkan 

wawasan dari penelitian kualitatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak digital dan 

menawarkan rekomendasi untuk mengoptimalkan sistem e-filing dan e-billing di 

Indonesia (Ramadhan et al., 2023). Temuan ini akan berfungsi sebagai sumber daya yang 

berharga bagi pembuat kebijakan, administrator pajak, dan peneliti dalam 

mengembangkan kerangka perpajakan digital yang lebih efektif. Pada akhirnya, 

penelitian  ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi 

dan keterlibatan wajib pajak, memastikan bahwa reformasi pajak digital berkontribusi 

pada sistem pajak yang lebih efisien dan inklusif dan mengevaluasi efektivitas e-filing dan 

e-billing dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penerapannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan 

utama: (1) Bagaimana efektivitas sistem e-filing dan e-billing dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi 

wajib pajak dalam penggunaan sistem perpajakan digital?. 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

mengevaluasi efektivitas e-filing dan e-billing dalam meningkatkan kepatuhan pajak di 

KPP Pratama Sidoarjo Selatan, Jawa Timur, Indonesia. Desain studi kasus dipilih karena 

memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena nyata dan kontekstual—yakni 

interaksi wajib pajak dengan sistem perpajakan digital dalam satu setting kelembagaan 

yang spesifik (Yin et al., 2018). Pendekatan ini relevan untuk menggali dinamika perilaku, 

teknologi, dan administratif yang kompleks serta tidak dapat direpresentasikan dengan 

metode kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi sasaran dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi 

dan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dan telah 

menggunakan atau mencoba sistem e-filing dan e-billing. Populasi ini dinyatakan aktual 

dan teridentifikasi secara administratif, sebagaimana dijelaskan dalam data pengguna 

layanan DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2023) yang menunjukkan bahwa mayoritas 

pengguna sistem e-filing berasal dari segmen individu dan UMKM. 

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan yang memenuhi 

kriteria inklusi: 

1. Telah menggunakan e-filing dan/atau e-billing minimal satu kali; 

2. Terdaftar sebagai wajib pajak aktif di KPP Pratama Sidoarjo Selatan; 

3. Bersedia mengikuti wawancara mendalam. Strategi ini memungkinkan peneliti 

menangkap pengalaman subjektif dan beragam, sejalan dengan tujuan 

pendekatan kualitatif yang bersifat eksplanatoris, bukan generalisasi statistik 

(Creswell & Poth, 2018). 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui dua metode utama: 
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1. Wawancara semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan partisipan untuk 

mengemukakan pandangan secara terbuka sambil tetap mengarahkan diskusi 

pada topik riset, 

2. Observasi lapangan, dilakukan untuk mencermati interaksi pengguna dengan 

sistem dan layanan perpajakan secara langsung. 

Metode ini dipilih untuk memperkuat pemahaman kontekstual dan menjamin 

kedalaman data (Park et al., 2021). 

Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) mengacu pada 

prosedur (Braun & Clarke, 2006), yang terdiri dari enam tahapan: 

1. Membiasakan diri dengan data, 

2. Menghasilkan kode awal, 

3. Mencari tema, 

4. Meninjau ulang tema, 

5. Mendefinisikan dan menamai tema, 

6. Menyusun laporan hasil. 

  

Gambar 1 

Proses Analisis Tematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis ini dinilai tepat karena fleksibel dan sistematis dalam menafsirkan pola-pola 

tematik dari data kualitatif yang kompleks dan kontekstual. 
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Strategi Validitas dan Kredibilitas Data 

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data kualitatif, penelitian ini menerapkan 

beberapa strategi: 

1. Triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dan observasi; 

2. Member checking, berupa verifikasi ulang hasil wawancara dengan responden; 

3. Audit trail, dokumentasi proses analisis dan justifikasi pengambilan keputusan; 

4. Peer debriefing, diskusi dengan sesama peneliti untuk menguji keabsahan tema 

dan interpretasi data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). 

Pertimbangan Etika 

Penelitian ini mematuhi prinsip etika riset sosial, termasuk memperoleh informed 

consent, menjamin anonimitas partisipan, dan menjaga kerahasiaan data pribadi, sesuai 

pedoman etika internasional. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi sistem e-filing dan e-billing di KPP 

Pratama Sidoarjo Selatan secara umum memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Mayoritas informan menyatakan bahwa kehadiran 

sistem digital mempermudah proses pelaporan, menghemat waktu, serta mengurangi 

kebutuhan tatap muka langsung di kantor pajak. Seorang wajib pajak menyebut, “Saya 

jadi lebih disiplin lapor pajak karena lebih cepat, tidak perlu antre, tinggal klik dari 

rumah” (Informan 1). Kepraktisan sistem ini turut meningkatkan motivasi wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu, terutama di kalangan pengguna yang 

terbiasa dengan teknologi digital. 

Namun demikian, tidak semua pengguna memiliki pengalaman yang seragam. 

Beberapa informan mengeluhkan kesulitan dalam memahami alur navigasi sistem, 

terutama pada saat pertama kali menggunakan platform e-filing. “Awalnya bingung harus 

mulai dari mana. Kurang panduan step-by-step-nya,” ungkap Informan 3, pelaku UMKM. 

Kesan bahwa sistem terlalu teknis dan kurang ramah bagi pemula menunjukkan bahwa 

antarmuka pengguna masih perlu ditingkatkan. Hambatan ini tidak hanya terjadi karena 
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desain sistem, tetapi juga karena minimnya bimbingan teknis atau tutorial interaktif yang 

mudah diakses oleh pengguna awam. 

Dari sisi dukungan teknis, beberapa informan menyoroti kurangnya responsivitas 

layanan bantuan online dari otoritas pajak. “Saya pernah error di bagian validasi, saya 

telepon CS tapi lama sekali dijawabnya. Akhirnya saya ke KPP langsung,” keluh Informan 

5. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun digitalisasi sudah berjalan, sistem layanan 

pendukung masih belum optimal, sehingga sebagian wajib pajak memilih kembali ke 

metode konvensional saat mengalami kendala. Keterlambatan bantuan teknis menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan terganggu, terutama menjelang tenggat 

pelaporan. 

Aspek literasi digital muncul sebagai penentu penting dalam keberhasilan 

penggunaan e-filing dan e-billing. Informan yang memiliki keterampilan teknologi dasar 

cenderung lebih cepat beradaptasi, sedangkan pengguna dari kelompok usia lanjut atau 

latar belakang non-teknis menghadapi kesulitan yang signifikan. Seperti dikemukakan 

oleh Informan 2, “Anak saya yang bantu lapor pajak online, saya tidak paham komputer.” 

Rendahnya kemampuan literasi digital ini menyebabkan sebagian wajib pajak menjadi 

tergantung pada pihak ketiga atau justru menghindari penggunaan sistem digital secara 

langsung. 

Permasalahan keamanan data juga menjadi perhatian serius. Kekhawatiran akan 

potensi pelanggaran privasi atau penyalahgunaan informasi pribadi membuat sebagian 

wajib pajak enggan menyimpan dokumen digital atau mengakses sistem dari perangkat 

umum. “Saya khawatir data saya bocor, jadi tiap kali selesai lapor langsung saya hapus 

riwayat di laptop,” ujar Informan 4. Ketidakpercayaan ini menunjukkan pentingnya 

edukasi perlindungan data dan transparansi kebijakan keamanan dari pihak otoritas 

pajak agar pengguna merasa aman. 

Selain itu, kendala teknis seperti waktu henti sistem (downtime) kerap dilaporkan 

terjadi terutama pada masa-masa pelaporan puncak. Informan 6 mengungkapkan, “Pas 

tanggal 28 Maret itu sistemnya lambat banget. Saya coba dari jam 10 pagi sampai malam, 

tetap gagal kirim.” Gangguan ini tidak hanya menyebabkan frustrasi, tetapi juga berisiko 

menghambat kepatuhan karena keterlambatan pelaporan. Usulan dari informan 
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termasuk peningkatan kapasitas server dan penyediaan opsi pengarsipan offline yang 

dapat disinkronkan otomatis saat jaringan tersedia. 

Faktor demografis turut memengaruhi tingkat adopsi teknologi perpajakan ini. 

Kalangan muda dengan akses internet stabil dan kebiasaan menggunakan perangkat 

digital lebih mudah menerima sistem e-filing. “Saya baru buka usaha dua tahun lalu dan 

langsung diajari teman e-filing. Cukup praktis dan saya suka,” kata Informan 7. 

Sebaliknya, wajib pajak berusia lanjut dan yang tinggal di wilayah dengan akses internet 

terbatas cenderung enggan berinteraksi dengan platform digital, mengindikasikan 

adanya kesenjangan digital yang perlu dijembatani dengan program edukasi dan 

infrastruktur yang lebih merata. 

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas sistem e-filing 

dan e-billing tidak hanya ditentukan oleh fitur teknis sistem, tetapi juga oleh kesiapan 

pengguna dari sisi literasi, akses, dan kepercayaan. Dengan mengintegrasikan wawasan 

langsung dari informan, temuan ini menegaskan perlunya penguatan ekosistem digital 

yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna, agar kepatuhan pajak 

berbasis teknologi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-filing dan e-billing memiliki 

pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, khususnya dari segi 

kemudahan dan efisiensi. Informan mengungkapkan bahwa digitalisasi membuat 

pelaporan menjadi lebih cepat dan fleksibel, terutama bagi mereka yang telah terbiasa 

dengan sistem online. Temuan ini menguatkan studi (Rusli, 2019) dan (Trieu et al., 

2023), yang menegaskan bahwa kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

berkontribusi besar dalam meningkatkan niat patuh (intention to comply) pada sistem 

perpajakan digital. 

Namun demikian, efektivitas tersebut bersifat selektif karena tidak dirasakan merata 

oleh semua kelompok wajib pajak. Seperti ditunjukkan dalam kutipan informan, 

beberapa pengguna merasa kesulitan saat pertama kali mengakses sistem karena 

minimnya panduan teknis dan antarmuka yang membingungkan. Temuan ini selaras 

dengan prinsip Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 1, Juni 2025, Hal 92 - 107 

 
 

102 
 
 

terhadap kegunaan dan kemudahan memengaruhi adopsi teknologi (Krieger, 2021). 

Kurangnya tutorial visual dan fitur panduan yang ramah pemula menjadi kendala yang 

menghambat kepatuhan berbasis teknologi, khususnya di kalangan UMKM dan pengguna 

baru. 

Selanjutnya, keberhasilan sistem sangat bergantung pada dukungan layanan yang 

cepat dan responsif. Kritik dari informan mengenai lambatnya respons call center 

menunjukkan adanya celah dalam infrastruktur pelayanan digital. Hal ini konsisten 

dengan penelitian (Raeni & Sari, 2016), yang menemukan bahwa ketersediaan dukungan 

teknis secara langsung berkorelasi dengan kepuasan pengguna dan kemauan untuk terus 

menggunakan platform digital. Ketika respons sistem lambat atau bermasalah, sebagian 

wajib pajak justru kembali menggunakan metode manual, yang dapat menurunkan 

efektivitas reformasi pajak digital. 

Literasi digital juga muncul sebagai penentu utama adopsi. Informan dari kalangan 

usia lanjut atau dengan latar belakang non-teknis menunjukkan ketergantungan tinggi 

pada orang lain dalam pelaporan pajak. Ini memperkuat hasil studi (Vogelsang et al., 

2020), yang menemukan bahwa kompetensi digital rendah menyebabkan resistensi 

terhadap transformasi digital. Oleh karena itu, perbaikan sistem harus disertai dengan 

program pelatihan literasi digital berbasis komunitas atau profesi untuk menjangkau 

segmen wajib pajak yang rentan tertinggal. 

Faktor kepercayaan terhadap keamanan sistem juga menjadi penghalang signifikan. 

Kekhawatiran terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi membuat 

sebagian informan menghapus data mereka segera setelah pelaporan. Temuan ini 

mendukung penelitian Dede et al. (2025), yang menekankan bahwa persepsi negatif 

terhadap keamanan digital dapat menurunkan niat pengguna dalam menggunakan 

platform perpajakan digital. Kepercayaan digital tidak dapat dibangun hanya dengan 

sistem keamanan teknis, tetapi juga dengan edukasi publik yang berkelanjutan mengenai 

enkripsi, otentikasi ganda, dan manajemen privasi. 

Kendala teknis seperti downtime sistem menjadi hambatan operasional yang serius. 

Waktu henti sistem saat masa pelaporan puncak seperti yang dikeluhkan oleh informan 

menunjukkan bahwa infrastruktur belum mampu menangani lonjakan penggunaan 
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secara optimal. Florensia et al., (2024) menyebutkan bahwa kegagalan teknis seperti ini 

berkontribusi terhadap frustrasi pengguna dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap 

layanan digital. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas server, monitoring 

real-time, dan fitur cadangan (backup) sebagai solusi jangka panjang. 

Faktor demografis semakin memperkuat ketimpangan adopsi digital. Wajib pajak 

muda dan warga perkotaan terlihat lebih adaptif terhadap teknologi dibandingkan wajib 

pajak lanjut usia dan yang tinggal di wilayah dengan konektivitas rendah. Temuan ini 

mendukung studi (Bruce et al., 2022) yang menekankan bahwa pemerataan akses 

infrastruktur digital menjadi prasyarat agar kebijakan digital tidak menciptakan 

ketimpangan baru. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan afirmatif dan pendekatan 

berbasis komunitas untuk menjangkau kelompok marginal. 

Secara keseluruhan, meskipun sistem e-filing dan e-billing terbukti memiliki potensi 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak, keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor 

non-teknis seperti literasi digital, kepercayaan, pengalaman pengguna, dan kesiapan 

infrastruktur layanan. Oleh karena itu, penguatan sistem tidak hanya memerlukan 

inovasi teknologi, tetapi juga strategi sosial dan edukatif yang inklusif agar manfaat 

reformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh segmen wajib pajak secara adil dan 

berkelanjutan. Berdasarkan temuan dan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan sistem perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kesiapan 

teknologi, literasi wajib pajak, dan kualitas layanan yang diberikan. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-filing dan e-billing di KPP 

Pratama Sidoarjo Selatan secara umum efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak 

melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan otomatisasi proses pelaporan. Namun, 

efektivitas tersebut belum bersifat merata karena masih dihadapkan pada sejumlah 

tantangan, seperti keterbatasan literasi digital di kalangan wajib pajak lansia dan pelaku 

UMKM, keterbatasan akses internet di wilayah pinggiran, serta rendahnya tingkat 

kepercayaan terhadap keamanan data digital. Selain itu, kendala teknis seperti 

downtime sistem dan lambatnya respons layanan pelanggan turut menjadi hambatan 

yang mengganggu kenyamanan wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Dengan 
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demikian, efektivitas kebijakan perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh faktor teknis 

dan non-teknis yang saling berinteraksi, meliputi keandalan sistem, kesiapan teknologi, 

kualitas layanan, serta kapasitas literasi digital masyarakat (Athira & Lukose, 2023). 

Untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan sistem ini secara adil dan inklusif, perlu 

strategi penguatan ekosistem digital yang komprehensif, khususnya melalui edukasi 

wajib pajak, perluasan infrastruktur digital, dan penguatan perlindungan data. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah yang hanya 

terfokus pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan, sehingga hasilnya belum dapat 

digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi wajib pajak dan infrastruktur digital yang 

berbeda. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat eksploratif dan tidak 

menghasilkan data kuantitatif yang dapat diukur secara statistik. Oleh karena itu, 

disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan campuran (mixed-

method) yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara mendalam, serta 

melibatkan lebih banyak lokasi dan segmen wajib pajak untuk memperluas jangkauan 

analisis. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji peran teknologi baru seperti 

chatbot, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dalam meningkatkan keamanan, 

kenyamanan, serta efektivitas sistem perpajakan digital di Indonesia secara 

menyeluruh. 
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